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Menimbang

SK No 185068 A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan
untuk memperlancar arus pergerakan barang dari satu
wilayah ke wilayah lainnya di antara Negara-negzara
Anggota ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan yang
efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan;

bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Inter-State Transport (Persetujuan Kerangka
Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap
Angkutan Antarnegara) pada tanggal 10 Desember 2009 di
Manila, Filipina;

bahwa untuk melaksanakan Persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State
Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang
Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menets;-kan
Peraturan Presiden tentang Pengesahan  ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State
Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang
Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara);

Mengingat . . .



Mengingat

Menetapkan

SK No 163225 A

i

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN

FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF INTER-
STATE TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP
ANGKUTAN ANTARNEGARA).

Pasal 1

(1) Mengesahkan ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Inter-State Transport (Persetujuan Kerangka
Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap
Angkutan Antarnegara) yang telah ditandatangani pada
tanggal 10 Desember 2009 di Manila, Filipina.

(2) Salinan naskah asli ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Inter-State Transport (Persetujuan Kerangka
Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap
Angkutan Antarnegara) dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara  Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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